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ABSTRAK
Wahidin

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PETASAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

Skripsi Fakultas Hukum, 2016
Kata Kunci: Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan dan Kepolisian Republik Indonesia

Tindak pidana penyalahgunaan petasan merupakan tindak kejahatan, perbuatan
tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api,
Amunisi dan Bahan Peledak, yang ancaman pidananya mencapai 20 (dua puluh) tahun
penjara, seumur hidup bahkan hukuman mati. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan
petasan dan faktor kendala dalam menjalankan perintah jabatan. Tujuan penelitian
untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tidak pidana penyalahgunaan
petasan ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisia Republik
Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris sedangkan
pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dan teori kewenangan. Hasil
penelitian menunjukan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi masalah petasan
ini dengan cara melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan
petasan dengan bentuk penangkapan, penyitaan barang bukti. Dalam kasus petasan yang
dijelaskan dalam penelitian ini Kepolisia bertindak sebagai mediator. Pemberian sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan petasan jarang diterapkan karena
sanksi pidana yang dijelaskan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, sejauh ini belum ada kasus tindak
pidana penyalahgunaan petasan yang diproses di pengadilan.



ABSTRACT
Wahidin

THE ROLE OF POLICE FORCE IN RESOLVING CRIMINAL ACT OF USING
FIRECRACKER IN PANGKALPINANG POLICE JURISDICTIONS BASED ON
LAW NUMBER 2 OF 2002 ON THE POLICE FORCE OF INDONESIA

Theses Faculty Of Law, 2016
Keywords: Crime Of Using Firecrackers, Police Force Of Indonesia

Using firecrackers is considered as a criminal act, which is regulated in Law
Number 12 of 1951 on Firearms, Ammunition, and Explosives, with legal consequences
of 20 (twenty) years in prison, life sentence, and even death penalty. The problem
formulation in this research is the role of the police in handling the crime of using
firecracker and the problematic factors that obstruct them in conducting their official
orders. The purpose of this research is to discover the role of the police in handling the
crime of using firecrackers based on Law Number 2 of 2002 on the Police Force of
Indonesia. This is a empirical juridical research, with normative juridical approach.
The research utilizes the role theory and the theory of authority. The results suggest that
the role of the police in tackling the firecracker problem is done by taking legal actions
againtst the firecracker criminals in the forms of arrest and seizure of evidence. The
results also shows that in the case of firecracker that is discribed in this study. The
police also acts as the mediator. The results also explain that the provision of criminal
sanctions againts the criminal act of using firecrackers is rarely applied because the
sanctions described in the Law Number 12 of 1951 is too severe for the firecracker
crime, and so far there has been no criminal cases of firecracker use that are being
processed in court.
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